
BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang      :   bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  264  ayat  (1)
Undang-Undang      Nomor      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan   Daerah   sebagaimana   telah   beberapa   kali
diubah,     terakhir     dengan     Undang-Undang     Nomor     6
Tahun    2023    tentang   Penetapan    Peraturan   Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang
Cipta   Kelja   Menjadi   Undang-Undang,   perlu   menetapkan
Peraturan  Daerah  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat         :    1.    Pasal  18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.    Undang-Undang    Nomor    27    Tahun     1959     tentang
Penetapan       Undang-Undang      Darurat      Nomor      3
Tahun   1953  tentang  Pembentukan  Daerah  Tingkat  11
di   Kalimantan   (I,embaran   Negara  Republik   Indonesia
Tahun     1953     Nomor     9)     sebagai     Undang-Undang
(I.embaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun    1959
Nomor    72,    Tambahan    Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor  l820)  sebagaimana       telah   beberapa
kali  diubah,  terakhir  dengan  Undang-Undang  Nomor  8
Tahun   1965  tentang  Pembentukan  Daerah  Tingkat  11
Tanah   Irdut,   Daerah   Tingkat   11   Tapin   dan   Daerah
Tingkat  11  Tabalong  dengan  mengubah  Undang-Undang
Nomor      27      Tahun       1959,       tentang      Penetapan
Undang-Undang Darurat  Nomor  3  Tahun  1953  tentang
Pembentukan     Daerah     Tingkat     11     di     Kalimantan
(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun    1965
Nomor    51,    Tambahan    I.embaran    Negara    Republik
Indonesia Nomor 2756) ;

3.    Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia Tahun  2004  Nomor  104,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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4.    Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara    Republik
Indonesia     Tahun      2014      Nomor     244,     Tambahan
I.embaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor    5587)
sebagaimana    telah    beberapa    kali    diubah,    terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang
Penetapan          Peratu ran          Pemerintah          Pengganti
Undang-Undang   Nomor   2   Tahun   2022   tentang  Cipta
Kelja     Menjadi     Undang-Undang     (I.embaran     Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor  41,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKIIAN RAFIVAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan
BUPATI  SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan    :  PERATURAN  DAERAH  TENTANG  RENCANA  PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH  DAERAH TAHUN 2025-2029.

BABI
KFTENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.     Daerah adalah Kabupaten sanggau.
2.     Bupati adalah Bupati sanggau.
3.     Perangkat  Daerah  adalah  unsur  pembantu  Bupati  dan

dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4.     Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses
untuk   menentukan   kebijakan   masa   depa.n,   melalui
urutan    pilihan,    yang    melibatkan    berbagai    unsur
kepentingan,    guna    pemanfaatan    dan    pengalokasian
sumber  daya  yang  ada  dalam  jangka  waktu  tertentu
di Daerah.

5.     Rencana    Pembangunan    Jangka    Menengah    Daerah
Tahun   2025-2029   yang  selanjutnya  disingkat  RPJMD
adalah   dokumen   Perencanaan   Pembangunan   Daerah
untuk  periode  5  (lima)   tahun  terhitung  sejak  dilantik
sampai dengan berakhimya masa jabatan Bupati.

BAB  11
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DABRAH

Pasal 2

( 1)     Perencanaan          Pembangunan          Daerah          periode
tahun 2025-2029 tertuang dalam RPJMD.

(2)     RPLJMD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a.   Bab I pendahuluan;
b.   Bab 11 Gambaran Umum Daerah;
c.    Bab      Ill      Visi,      Misi,      dan      Program      Prioritas

Pembangunan Daerah;
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d.   Bab   IV   Program   Perangkat   Daerah   dan   Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan

e.   Bab v penutup.
(3)    Rincian  RPJMD  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)

tercantum   dalam   Lampiran   yang   merupakan   bagian
tidak terpisahhan dari Peraturan Daerah ini.

BAB Ill
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3
(1)    Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang

dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan
pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.

(2)     Pengendalian   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
meliputi pengendalian terhadap :
a.   kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
b.   pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

(3)     Evaluasi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  meliputi
evaluasi terhadap :
a.   kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b.   pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
c.   hasil rencana pembangunan Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar      setiap      orang      mengetahuinya,      memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam I,embaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 20 Agustus 2025
BUPATI SANGGAU,

ttd
YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 20 Agustus 2025
Pj.  SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd
ASWIN KHATIB

LEMBARAN DAERAII KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG       PERATURAN       DAERAH       RABUPATEN       SANGGAU       PROVINSI
RALIMANTAN BARAT:  (1/2025)

Pembina Tingkat I (IV/ b)
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